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ABSTRAK

Sudah menjadi fitrah manusia sgak ia dilahirkan baik laki-laki dan
perempuan pada dasarnya ingin mempunyai keturunan. Penyusun melihat realitas
di masyarakat banyak orang berkeinginan untuk mempunyai keturunan, akan
tetapi keinginan tersebut belum terwujud karena terbentur oleh takdir [1ahi. Dalam
hal ini, muncul istilah adopsi di tengah masyarakat. Dalam hukum Adat adopsi
mempunyai arti yang sangat luas diantaranya yaitu, memberikan status hukum
kepada seorang anak yang mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai
status hukum tetap, sehingga anak adopsi seperti halnya anak sendiri. Dalam
UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau disebut dengan
UUPA, Pasal 3 disebutkan:*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berahklak mulia, dan sgahtera. Prinsip “Ta’awun”
menjadi dasar agama Islam terkait adanya suatu kewagjiban bagi setiap orang
muslim untuk menjaga kelangsungan hidup anak, baik dengan cara pengasuhan
atau mengngadopsi anak.

Setelah melihat latar belakang di atas timbulah pertanyaan: bagaimana
pandangan Hukum Islam dan UUPA terhadap Hukum Adopsi anak yang sudah
menjadi tradisi masyarakat Indonesia, atas dasar inilah, dilakukan penelitian
ilmiah sebagal salah satu upaya untuk memberikan kontribusi hasil dari
komparatif UUPA dan Hukum Islam terhadap kepastian hukum pengangkatan
anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan
pendekatanan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif
analitik yaitu penelitian yang menjelaskan, memaparkan menguraikan dan
membandingkan data yang diperolen mengenai hukum anak adopsi menurut
hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Berdasarkan uraian dan analisis tentang kajian terhadap hukum anak
adops dalam hukum Islam dan UUPA, penyusun dapat menyimpulkan, Hukum
Islam tidak mengenal adopsi, tetapi hanya mengenal pengangkatan anak untuk
memberikan kesgjahteraan, pemeliharaan, serta mendidik dengan penuh perhatian
dan kasih sayang seperti halnya anak sendiri tanpa memberikan status sebagai
anak kandung sendiri, anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah 1/3 dari
harta ayah angkatnya. Konsep pengangkatan anak dalam UUPA sama seperti
hukum Islam, yaitu untuk memberikan kesegjahteraan, pendidikan, merawat tanpa
membedakan rasa kasih sayang dengan anak sendiri dan tidak memutuskan
hubungan nasabnya, namun ada perbedaan dalam pasal 39 angka (5) terkait
pengangkatan anak yaitu “pengangkatan anak yang belum beraka agamanya
disamakan dengan agama mayoritas penduduk”, hal ini apabila terjadi di
masyarakat yang berpenduduk non muslim tentu bertetangan dengan hukum
Islam. Dalam UUPA tidak menyebutkan adanya Hak kebendaan anak angkat dari
orang tua angkatnya, seperti mendapatkan hak Wasiat Wajibah.



PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN
Penulisan transeliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158
dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
\ Aliif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- B&’ b be
< T& t te
= Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim ] je
z Hy’ h ha (d%;%j:ht)itik di
z Kha’ kh ka dan ha
2 Dal d de
3 Zal y, zet (dengan titik di atas)
D R& r er
B Zai z zet
S Sin s es
o Syin sy es dan ye
e Sad S es (d%r;%jg };[)itik di
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U Did d de (dir;%f]l:ht)itik di
1 Ta ¢ te (deglag\iz lI)itik di
1 Z5 . zet (d;r;%j;h;itik di
& ain ‘ Koma terbalik di atas
& Gain g ge
- Fa’ f ef
S Qaf q qi
d Kaf k ka
J Lam 1 ‘el
& Mim m ‘em
J Nun n ‘en
3 Wawu w w
° Ha’ h ha
s hamzah ‘ apostrof
& ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

3 dxia ditulis Muta’addidah
3Ae ditulis ‘iddah
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C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis A

48a ditulis hikmah
:\-’..)3 ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan 4.

SR POARS

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis 7 atau A

)Léj\ <) ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
. ditulis A
fathah T
Jed ditulis fa'ala
. ditulis i
J kasrah T —
JS ditulis zukira
. ditulis u
GY. WY dammah - :
’ ditulis vazhabu
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis a
Lo Tidala ditulis jahiliyah
fathah + ya’ mati ditulis a
2. % ditulis tansa
kasrah + ya’ mati ditulis 1
3. (ﬁ )5 ditulis karim
4. dammah + wawu mati ditulis u
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X . . -
U 8 ditulis furiid
. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ditulis ai
L. Sin ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
21y I ditulis qaul

. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

apostrof
("‘"H ditulis a’antum
< acd ditulis w’iddat
PR Al ditulis la’in syakartum

. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "7"

o Al

ditulis

al-Qur’an

oslsl)

ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "/" (el) nya.

e lad) ditulis as-Sama’
el ditulis asy-Syams
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
=Y )ﬂ\ < 53 ditulis zawr al-furud
dadl Jal ditulis ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fitrah manusia sejak dilahirkan di muka bumi, bahwa
pada dasarnya dia ingin menikah dan mempunyai keturunan anak. Anak memang
mempunyai peran sangat penting dalam keluarga khususnya bagi kedua orang tua.
Ketika orang tua merasa gelisah, susah dalam menghadapi problem ekonomi,
anaklah yang bisa mendorong semangat kedua orang tua, begitupun ketika ia
merasa jenuh dan bosan mencari naftkah untuk menghidupi keluarganya. Dalam
Al-Qur’an sudah disebutkan:

alai1 5 Aa susall Joall 5 daill g a3 (e 5 datiall yualiall 5 i) g elil) (g il sl can ulill 0y
Pl G oie il 5 Liall 3Ll ¢ Ui @lld & jall

Penyusun melihat dan menyadari realitas di masyarakat sekarang bahwa
banyak orang yang berkeinginan untuk mempunyai anak tetapi belum tercapai
karena beberapa sebab,misalnya karena mandul atau alasan lainnya. Penyusun
juga melihat bahwa terkadang manusia ingin mendapatkan anak tapi tidak
mempersoalkan bagaimana cara mendapatkan anak tersebut. Dalam hal ini,
muncul istilah adopsi di dalam masyarakat.

Anak merupakan titipan dari sang Khalik yang harus dijaga dan dirawat
dengan sebaik mungkin. Anak dalam segi bahasa ialah suatu hasil keturunan
dari buah hubungan suami dan istri, dalam bahasa Arab anak juga dikenal dengan

bahasa Ibnun yang artinya anak, tapi arti dari bahsa Ibnun masih mempunyai arti

! Ali-Imran (3): 14.



umum:

Anak kandung
Anak angkat
Anak susu
Anak pungut
Anak tiri dan
Anak zina

AN S e

Dari beberapa kriteria anak ini, hukum Islam dan hukum positif sudah
mengatur beberapa ketentuan hukumnya.” Dalam hukum adat, adopsi mempunyai
arti yang sangat luas yaitu memberikan status hukum kepada seorang anak yang
mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai status hukum tetap, sehingga
anak adopsi tersebut sama seperti halnya dengan anak sendiri.’

Pengertian adopsi sendiri ada dua macam yaitu secara etimologi dan
terminology. Secara etimologi adopsi barasal dari ‘adopstie’ dalam bahasa
Belanda , sedang dalam bahasa Ingris ‘Adoption’ yang artinya mengangkat anak,
sedang dalam bahasa Arab dikenal sebagai ‘Tabanni’ yang arinya mengambil
anak angkat. Sedangkan dalam terminology adopsi mempunyai arti anak orang
lain yang diambil dan disamakan setatus hukumnya dengan anak sendiri.*

Dalam ensiklopedi umum sudah disebutkan bahwasanya, adopsi adalah
“suatu cara untuk mangadakan hubungan antara orang tua dengan anak yang

sudah diatur dalam perundang-undangan”, dan masih banyak juga mengenai

’Fuad Muhammad Fahrudin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kadung, Anak Tiri,
Anak Angkat dan Anak Zina, cet. ke-2, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya 1991), hlm. 24-26.

3 Rohayati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Dan Akibat Hukum Perwalian Di
Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus 2002).” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (2004).

* Muderis Zaini, Adopsi Sutau Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, cet. ke 3, (Jakarta: Sinar
Grafika 1995), hlm. 4-5.



pengertian adopsi. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya hukum
islam tidak mengenal pengangkatan anak karena mereka beralasan haram
hukumnya.’

Dalam hukum Islam tidak ada istilah adopsi, yang ada hanya sebatas
pemeliharaan terhadap anak. Dalam praktek pengangkatan anak yang pernah
dilakukan oleh Rosullulah, Rosullullah mengangkat anak yang bernama Zaid Bin
Haritsah pemberian dari istri Rosul Siti Khotidjah, dan ketika itu orang-orang
Jahiliyah sudah mengenal praktik pengangkatan anak, namun dalam parateknya
mereka memutuskan hubungan nasab orang tua kandung dengan anaknya, anak
tersebut tidak bisa mewarisi apapun dari orang tua kandungnya sendiri, tetapi
sebaliknya anak tersebut dinasabkan pada orang tua angkatnya yang artinya ada
hubungan mahrom dengan orang yang mengangkatnya, setelah Muhamad
diangkat menjadi Rasul, maka turun ayat yang melarang tentang perbuatan yang
dilakukan oleh Nabi SAW. Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa
dalam Syari’ah Islam dikenal lembaga pengankatan anak.’

Sudah diketahui  bahwa garis-garis besar haluan Negara (GBHN)
mengintrusikan, Negara wajib menjamin atas kesejahteraan terhadap hak-hak
anak adopsi.”

Sebenarnya dunia Islam sangat mendorong dan menghendaki kemajuan

negara dalam hal kesejahteraan manusia, Islam pun sudah memberikan dasar

> H. A. Mukti Arto, “Pengangkatan Anak Dan Aspek Hukumnya Di Pengangadilan,*

Jurnal llmu Syari’ah Dan Hukum Aas-Syir'ah,No.6 th.(1999),hlm.57-60.
% Ibid., him.57-60.

" Irma Styowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet. ke 1, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1990), him. 16.



hukum untuk manusia, namun manusialah yang selalu dzalim terhadap hukum
syar’i. Tanpa disadari anak-anak lah yang kadang menjadi korban orang tuannya.

Perlu diketahui bahwa problem dan tantangan anak yang terlantar hampir
ada di semua negara miskin, negara berkembang dan bahkan di negara maju.
Banyak yang masih terlantar, menderita kelaparan dan serba kekurangan. Mereka
tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan layak. Beberapa penyebabanya antara
lain ialah, orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan anak mereka
akibat minimnya pendidikan, faktor ekonomi, dan juga kurangnya perhatian
pemerintah terhadap nasib anak yang kurang mampu.® Dalam Al-Qur’an
disebutkan:

%3 Y8 gy 1 el | 918 Uil 353 pedls m 155 5 50 0l R

Dalam Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 1979 tentang Perlindungan
Anak yang berbunyi; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.” '’

Permasalahan anak sering menjadi momok dalam dunia kita. Kita
menyadari di pedesaan dan perkotaan anak sering menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, mental, pendidikan
akan tetapi bisa berbentuk exploitasi terhadap perkembangan hak hidup anak.''

Anak merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan
sebaik mungkin dalam perkembangan hidupnya dan harus diperhatikan juga

mengenai hak-hak dan status hukum sebagai anak. Dalam Al-Quran juga

® Ibid, hlm.21-23.
? An-Nisa’ (4): 9.
' Pasal 1 ayat (1).

"' Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, hlm. 1-16.



disebutkan mengenai hak hidup seorang anak yaitu yang berbunyi:
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Ayat al-Qur’an tersebut menyatakan tentang adanya suatu kewajiban
bagi setiap orang untuk menjaga kelangsungan hak hidup seorang anak, baik
dengan cara pengasuhan atau mengngadopsi anak.

Membahas hak dan hukum anak adopsi tentunya tidak akan terlepas dari
awal mula munculnya Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh Organisasi
tertingi di dunia yaitu PBB, pada tangal 10 desember 1948. Dalam pembahasan
mengenai Hak Asasi Manusia, ada dua versi yang mengatakan bahwa hak
menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist Rasul dan hak
menurut versi Barat. Hak menurut hukum Islam artinya bahwasanya yang
mempunyai hak dalam diri manusia hanyalah mutlak milik Allah, manusia hanya
diberi hak untuk menjalankan kepentingan kepada Allah dan ketika menjalankan
kepentingan kepada sang Khalik, orang tersebut tidak boleh bertentangan dengan
Nas-nas / Syar’i, dan juga tidak boleh mengabaikan kepentingan orang lain dalam
arti harus bisa menyeimbangkan antara hak sendiri dan hak orang lain. Sedang
hak menurut orang Barat yaitu bersifat antroposentrik dan sekuleristik yang
artinya lebih bersifat individu yang orentasinya lebih pada nilai kemanusiaan
semata. Sementara hak dalam versi Barat lebih mementingkan haknya sendiri dari
pada mementingkan hak dan kewajiban sescorang."

Mengenai permasalahan anak dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002

12 Al-Isra’ (17): 31.

3 Ahmad Kosasi, Ham Dalam Perspektif Islam, Menyikap Persamaan Dan Perbedaan
Antara Islam Dan Barat, cet. ke-1, (jakarta: salemba diniyah, 2003), hlm. 15-37.



tentang Perlindungan Anak sudah disebutkan yang berbunyi:
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan  harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berahklak mulia, dan sejahtera.'*
Dari latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan di atas, maka

penulis ingin mengangkat tema skripsi yang berjudul Adopsi Anak Menurut

Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan
yang sangat mendasar dan akan dikaji lebih jauh adalah :
1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak terhadap adopsi anak?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan adopsi anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menjelaskan mengenai pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap adopsi anak.
2. Untuk memaparkan, menjelaskan, persamaan dan perbedaan antara Hukum

Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait

14 Pasal 3.



dengan adopsi anak.
Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Secara akademis, dari hasil penelitian ini bisa memberikan tambahan khasanah
keilmuan dan memperkaya wawasan sekaligus meberikan sumbangsih
pemikiran Penulis mengenai hukum adopsi anak menurut hukum Islam dan UU
RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada pembaca khususnya
bagi mahasiswa.

2. Sebagai sumbangsih (kontribusi) pemikiran terhadap penelitian (research)
adopsi anak menurut hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan menyimpulkan hasil dari perbedaan antara kedua
hukum tersebut yang nantinya bisa memberikan bahan referensi untuk
lembaga adopsi atau kepada orang yang melakukan adopsi.'®

D. Telaah Pustaka
Studi mengenai hak dan hukum anak adopsi sudah banyak dibahas
beberapa khasanah keilmuan seperti halnya buku-buku, kitab-kitab dan karya
ilmiah yang berbentuk skripsi dan karya-karya lain yang berkaitan dengan adopsi
dan semua karya tersebut meninjau hukum adopsi dari sudut pandang hukum
yang bebeda-beda.
Adapun karya yang berbentuk buku yaitu yang berjudul Adopsi Suatu
Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum karya Muderis Zaini.'® Buku ini membahas

konsep adopsi dan beberapa pengertian yang mencakup anak adopsi, yang pokok

15 Ibid., hlm.39.

' Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum , cet. ke 3, (Jakarta:
Sinar Grafika 1995).



pembahasanya mengenai perbandingan bagaimana tiga sistem hukum mengatur
adopsi yaitu hukum Islam, adat dan barat atau (BW).

Dalam bukunya Muhammad Joni, S.H. dkk, yang berjudul Aspek Hukum
Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, buku ini membahas
mengenai hak-hak anak dan menjelaskan sejauh mana pengintegrasian ke dalam
hukum anak di Indonesia, buku ini juga tidak terlepas menyangkut bagaimana
rencana atau praktek untuk menegakkan hak-hak anak dalam perkembangan
hidupnya.

Dalam bukunya Irma Setyowati Soemitro yang berjudul Aspek Hukum
Perlindugan Anak, buku ini memaparkan sejauh mana kesejahteraan anak angkat
yang diasuh oleh orang tua angkatnya.

Adapun bahan kajian bacaan pustaka dalam bentuk penelitian adalah
skripsi Mujibbaturohman MA, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Jalanan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *" Skripsi ini
membahas tentang tinjauan umum terhadap anak jalanan di Indonesia dan
bagaimana perlindungannya. Penulis skripsi ini lebih fokus pada pembahasan
masalah dengan menggunakan pendekatan Magashid As-Syari’ah ( tujuan dari
syari’ah) yaitu upaya perlindungan terhadap anak jalanan dari hal yang
membahayakan yang sekaligus meninjau perlindungan terhadap masa depan
anak.

Dalam skripsi Hajar Afifah yang berjudul Wasiat Wajibah Terhadap

7. Mujibburrohman MA, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia,”
Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).



Anak Angkat Non Muslim Studi KHI Pasal 209.'® Dalam skripsi Hajar ini, Afifah
membahas pandangan hukum Islam terhadap hak wasiat wajibah bagi anak
angkat non muslim, dapat disimpulkan dalam skripsinya bahwa anak angkat non
muslim berhak mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkat, keterangan ini
berdasarkan Pasal 171huruf (f) KHI, karena dalam Pasal 171(f) KHI tidak
menyebutkan syarat mendapatkan Wasiat Wajibah harus beragama Islam, dalam
hal ini beberapa Ulama’ juga berpendapat bahwa, sekalipun anak tersebut Murtad
tetap mendapatkan Wasiat Wajibah dari orang tua angkatnya. Dalam skripsinya
Rohayati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi dan Akibat
Hukum Perwalian di Yayasan Sayap lbu (Studi Kasus Tahun 2002)." Karya ini
membahas akibat hukum praktek pengangkatan anak yang terjadi di yayasan
sayap ibu, dalam karya penelitian ini dapat disimpulkan pengangkatan yang
terjadi di yayasan sayap ibu menimbulkan hubungan nasab dan hak waris bagi
anak yang diangkat dan adanya perwalian dari pihak orang tua angkat terhadap
anak angkatnya, sehinga pengangkatan anak yang terjadi di yayasan tersebut
bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang sudah saya sebutkan di atas,
maka kajian terhadap Studi Tentang Hukum dan Hak Anak Adopsi Dalam Hukum
Islam dan UU Ri No. 23 Tahun tentang Perlindungan Anak ini bukan duplikasi.

Untuk itu, menurut hemat saya, penelitian ini layak dilakukan dalam rangka

'8 Hajar Afifah, “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Non Muslim Studi KHI Pasal
209,”Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

" Rohayati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian Di
Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus Tahun 2000-2002)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta,2004.
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menambah dan mewarnai khazanah keilmuan dalam persoalan adopsi terhadap

anak.

. Kerangka Teori

Syari’ah Islam, hukum positif dan masyarakat merupakan hal yang tidak
bisa dipisahkan dari kehidupan, karena hukum tersebut timbul dari masyarakat itu
sendiri yang mengatur kehidupan sehari-hari, sedangkan syari’at  Islam
diturunkan bertujuan untuk melindungi agama (cpall ki), jiwa (ol Jads), akal daés)

(J&)) | keturunan (Jwil) Jaés) dan harta (JW) Jaés), kesadaran masyarakat terhadap
hukum itu sangat erat kaitannya dengan kebudayaan yang dimiliki oleh
masyarakat kita terutama masalah adopsi (pengangkatan anak).”’

Di konsepkan dalam tiga hal yang diprioritaskan yang berbeda akan
tetapi saling melengkapi yaitu: al-dharuriyyat, al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat. Dari
salah satu dari ketiga skala tersebut yaitu dharuriyyat tujuan yang utama (primer)
yang mempunyai arti: tujuan yang harus dipenui (keturunan) dan jika jika tidak
ada maka akan menghancurkan kehidupan secara total.”' Di sini ada lima yang
harus dilindungi yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Teori di atas akan digunakan dan dikaitkan dengan eksistensi
pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan pemerintah
dan negara ikut serta mengawasi terhadap proses pengangkatan anak. Misalnya,

hal yang termasuk dharuriyyat dalam hal pengangkatan anak (adopsi) adalah

 Hajar Afifah, Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Non Muslim Studi KHI Pasal 209,
him. 260.

! Yudian Wahyudi, Usul Figih Versus Hermeneutika (Membaca Islam Deri Kanada dan
Amerika), cet. ke-3 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres, 2006), hlm. 45.
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bertujuan untuk memelihara dan mensejahterakan anak angkat. Namun yang perlu
diingat dalam pengangkatan anak tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum

Islam khususnya dalam Al-Qur’an yaitu:

wSeleal Jan Lo s aSilgal (gt (a5 oSal o5 Jun Lag disn b ol (e Ja 5l 1) Jas e
ol ) sie Tl g wgiLY aaseal P Jud) 53¢ a5 (1) i il oSal il oK1 WK1 Sl
OS5 oS8 Carent La (S0 4 illadl Lo plin oSle Gualy oSl gy (ol 8 oS358 a ol | alas
B laa 1) A
Maksud dari ayat ini adalah:
1. “Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.”

2. “Anak angkat mu bukan lah anak kandung mu.”
3. “Panggillah nama anak angkat mu menurut nama bapaknya.”

Dalam hukum Islam tidak ada istilah adopsi atau pengangkatan anak,
sedang yang diperbolehkan dalam ajaran yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran
hanyalah sebatas pemeliharaan dan perawatan terhadap anak agar tidak sampai
terlantar dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Dalam hukum Islam sudah
mengatur diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua
biologisnya

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua
angkatnya, melainkan tetap mewarisi dari orang tua kandungnya sendiri,
dengan demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris
dari anak-anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya
secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal.

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan
terhadap anak angkatnya.

Jadi hukum Islam memang sudah menganjurkan aturan hukum adopsi

dengan sedemikian rupa, perlu di garisbawahi bahwa hukum Islam selalu

22 Al-Ahzab (33): 4.

2 Al-Ahzab (33): 5.
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berkembang dan bisa relefan terhadap segala zaman namun dalam hal ibadah
hukum Islam tidak pernah berubah dan tetap pada awalnya. Pada prinsipnya
pengangkatan anak dalam Islam memang dianjurkan dan tergantung pada suatu
kondisi dan situasi tersendiri. Mengenai lembaga adopsi yang ada sekarang ini
dalam aturan Islam hanya bersifat manifestasi dari bentuk keimanan seseorang
dan bentuk kesadaran akan rasa prikemanusiaan terhadap sesama dan tidak boleh
melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh syari’at Islam.**

Jadi dapat disimpulkan dalam hal pengangkatan anak adopsi menurut
Undang-undang hukum dasar pengangkatan anak atau hukum positif bahwa
kepastian hukum mengadopsi anak didasarkan atas pengesahan dari instansi
pengadilan yang bersangkutan.”> Dalam hukum positif yang tertera dalam
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun sosial
3. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

4. Ketidakadilan
5. Pelantaran dan perlakuan tidak adi

1.26

Dari Pasal di atas ini dan aturan hukum Islam terkait tentang adopsi yang
sudah saya sebutkan, maka pijakan teori dasar yang digunakan untuk
memecahkan pembahasan ini, penulis mengunakan dasar hukum dari UUPA

terkait tentang pengangkatana anak Pasal 39 angka (5) misalnya:

“Dalam asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuiakan dengan

* Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, hlm. 54-58.

** Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, cet. ke-2, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-19.

%% Pasal 13 ayat (1).
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agama mayoritas panduduk setempat”. Selain mengunakan teori pasal 39 ini untuk
memecahkan pembahasan yang dikaji, penulis juga mengunakan penjelasan
UUPA pasal 39 angka (5) di atas adalah sebagai berikut:

“Ketentuan ini berlaku bagi anak yang belum berakal dan bertangung jawab,
dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat secara

musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sunguh-sunguh”.

Perlindungan terhadap anak adalah upaya perlindungan terhadap berbagai
macam kebebasan anak dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang
berhubungan dengan kesejahteraan anak, jadi permasalahan perlindungan
terhadap anak adopsi cakupannya sangat luas.”’ Hal ini sesuai dengan pengertian
perlindungan terhadap anak dalam UUPA yaitu:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.”®

Selain pijakan pasal di atas yang menjadi teori dalam pembahasan ini

terkait tentang pengangkatan, adalagi Pasal yang menjadi kerangka dasar untuk

memecahkan kajian skripsi ini, yaitu dalam UUPA Pasal 39 ayat (1) dan (2) yaitu:

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), tidak

memutuskan hubungan darah antara anak yang angkat dan orang tua
kandungnya.

%7 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan
Hukum Pidana ( Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1998), hlm. 153.

?® Pasal 1 ayat (2)
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Dari teori pasal di atas sudah nampak jelas bahwa pengangkatan anak
tidak boleh memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya
sendiri.

Undang-undang di atas ini juga berkatian dengan Hak Asasi Manusia
yang melekat pada hak anak, anak merupakan suatu titipan dari sang maha kuasa
yang perlu dijaga dan dirawat sebaik mungkin, oleh karena itu segala perbuatan
atau tindakan yang menyangkut kesejahteraan pada sesama manusia merupakan
nilai yang sangat luhur, maka dari Undang-undang tersebut melahirkan prinsip
Islam mengenai kebersamaan (al-Jama’ah) dan persaudaraan, maka berangkat
dari hal ini setiap manusia berhak mendapatkan perhatian dari manusia yang lain,
dan setiap individu mempunyai tanggung jawab saling tolong menolong di antara
yang lemah. Ayat-ayat Al-Qur’an juga banyak menerangkan mengenai
pelanggaran terhadap hak seseorang, karena semena-mena terhadap hak orang lain
akan menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan hidup atau dalam Islam
disebut juga dengan Ta’assuf. *

Dalam kutipan deklarasi tentang Hak Asasi Manusia atau (UDHR)
tercantum beberapa pasal, diantaranya:

Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi.
(pasal 3).

Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan dan
perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang. (pasal 4).

Tiada seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, atau hina

atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan. (pasal 5).*

Jadi Undang-undang ini ada keterkaitan dengan menyangkut hak-hak dan

* Ahmad Kosasi, Ham Dalam Perspektif Islam, him. 29-32.

3% Ibid, him.68
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hukum yang melekat pada anak adopsi yang sekaligus sama seperti halnya dengan

tujuan dari magasid as-Syari’ah yaitu menjaga keturunan ( -l ) Juill Jads),

F. Metode Penelitan
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitan ini penulis menggunakan penelitian jenis dokumen
atau pustaka (library research). Adapun dalam studi pustaka ini terdapat data-
data yang terkait di dalamnya yaitu terdiri dari literatur-literatur primer dan
sekunder.”’ Dari beberapa data atau buku referensi di atas akan menjawab
obyek dalam pembahasan yang terkait tentang hukum anak adopsi.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-komperatif-analitik yaitu penelitian
untuk menjelaskan, memaparkan menguraikan dan membandingkan data yang
diperoleh mengenai adopsi anak menurut hukum Islam dan UU RI No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan kemudian dianalisis dan diambil
kesimpulannya.
3. Pendekatan masalah
Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan normatif atau bisa dikatakan penelitian doktrinial, baik
hukum Islam dan hukum positif dan penelitian ini sering kali dikonsepkan

dengan peraturan undang-undang (law in book). Di sini penulis mencoba

! Amirudin, dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, cet. Ke-2,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 67-68.
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memahami, membicarakan dan menganalisis mengenai hukum dan hak anak
adopsi dalam dua versi hukum yang berbeda.”
4. Tehnik pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan suatu cara yang sangat dibutuhkan bagi
penelitian agar penelitian nanti dapat terarah secara benar dan tepat yang
sesuai dengan sumber data yang ada, Adapun sumber data yang digunakan
ialah:

a. Sumber data primer yaitu bersumber dari hukum Islam yang berasal dari
beberapa Nash-nash Al-Qur’an, hadist Nabi SAW, buku-buku figih, hukum
positif, peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak di kodifikasi
seperti halnya hukum adat dan yurisprudensi.

b. Sumber data sekunder yaitu suatu sumber data yang memberikan sebuah
penjelasan untuk data primer. Adapun bahan sekunder itu berupa pendapat
para pakar hukum, buku-buku dan beberapa literatur lain yang bisa relefan
terhadap data primer yang sesuai dengan topik pembahasan yang sedang
dikaji.

5. Analisis data

Dalam menganalisa data, maka penyusun mengunakan beberapa
metode di antaranya yaitu:

1) Metode Deduktif yaitu, analisa yang bertolak pada data-data yang
bersumber dari al-Qura’an, hadist dan Undang-undang, khususnya dalam

hukum Islam dan UUPA , kemudian diambil kesimpulan yang bersifat

32 Ibid, hlm. 118-120.
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khusus yang akan digunakan untuk menganalisa hukum adopsi anak dalam
hukum islam dan UUPA

2) Metode Komparatif yaitu membandingkan kedua aturan dalam Hukum
Islam dengan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
kemudian untuk mencari kesamaan dan perbedaannya yang akhirnya akan

menuju pada suatu kesimpulan tentang hukum adopsi anak.

G. Sistematika Pembahasan

Selanjutnya agar pembahasan skripsi ini mudah dan dipahami dan
sistematis, penulis membagi skripsi dalam beberapa bab pembahasan, yang secara
garis besar sistematika nya terdiri ada lima Bab.

Bab I, berisi pendahuluan latar belakang masalah, pokok permasalahan,
tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teori, metodologi
penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini nantinya akan bisa diperoleh
gambaran tentang pembahasan skripsi.

Bab II, tinjauan umum mengenai pembahasan anak, pengertian anak
dalam hukum islam dan hukum positif, pengertian adopsi, adopsi dalam hukum
islam, adopsi dalam hukum positif dan yang berkaitan dengan adopsi, kitab
Undang - undang hukum perdata atau BW (BurgerlijkWetboek), Staatblad Nomor
129 Tahun 1917, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, dan deklarasi terhadap Hak Anak-anak.

Bab III, berisi  uraian penjelasan mengenai sejarah lahirnya
lembaga adopsi dan adopsi sebagai lembaga hukum terhadap hukum dan hak

anak adopsi. Sejarah  lahirnya lembaga adopsi, mengenai asal usul
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anak, adopsi sebagai salah satu lembaga hukum, kebutuhan masyarakat
terhadap lembaga hukum adopsi, status hukum yang mengatur
lembaga adopsi, hak anak meliputi hak hidup, hak perlindungan, hak
untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi.

Bab IV, berisi analisis tentang hukum dan hak anak adopsi dalam hukum
Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta persamaan
dan perbedaan antara hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (UUPA) tekait dengan hukum adopsi.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari topik
pembahasan dan saran-saran dari penulis skripsi juga dilengkalampi dengan daftar

pustaka sebagai rujukan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan beberapa pembahasan, kajian, dan analisis dalam Bab-bab

yang terdahulu terkait studi tentang hukum dan hak anak adopsi dalam Hukum
Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pandangan hukum Islam dan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak terhadap adopsi anak yaitu:

a. Pandangan hukum Islam terhadap hukum adopsi anak.

Adopsi dalam hukum Islam disebut dengan “Tabanni” yang
mempunyai arti mengambil anak angkat atau menjadikanya seseorang anak.
Dalam hukum Islam pengangkatan anak ada dua macam. Pertama,
mengambil anak angkat dari anak orang lain untuk memberikan
kesejahteraan, pemeliharaan, dan mendidik dengan penuh perhatian dan
kasih sayang seperti halnya anak kandung sendiri tanpa memberikan status
sebagai anak kandung. Kedua, mangambil anak angkat dari anak orang lain
untuk dijadikan anak sah yang mempunyai kedudukan seperti halnya anak
kandung, sehingga haknya seperti anak kandung sendiri. Dalam hukum
Islam hanya Mengakuai pengangkatan anak yang pertama  yaitu
pengangkatan anak yang tidak menyebabkan putusnya hubungan Nasab
antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga hak anak

tersebut tetap mempunyai hubungan Nasab dan saling mewarisi antara anak
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dan ayah kandungnya. Sedangkan pengertian adopsi yang kedua dalam
hukum islam tidak mengakui, karena pengangkatan anak yang kedua
bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang bersumber pada Al-
Quran surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 40. Pengangkatan anak yang kedua
menyebabkan putusnya hubungan Nasab antara anak angkat dan orang tua
kandungnya sehinga adopsi yang kedua ini sama halnya dengan tradisi
masyrakat Jahiliyah.

Berkaitan dengan Hak anak angkat dari orang tua angkat adalah ia
tidak mendapatkan hak warisan dari orang tua angkat, akan tetapai berhak
mendapatkan hibbah atau wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, paling
banyak 1/3 dari seluruh harta orang tua angkat.

Perlu ditegaskan bahwa prinsip pengangkatana anak dalam hukum
Islam bertujuan untuk mencegah agar anak tersebut tidak sampai terlantar
dalam hidupnya dan pengangkatan anak yang bersifat pengarahan yang
dapat disertai dengan pemberian demi / untuk kesejahteraan anak dan
pengesahan pengangkatan anak dalam hukum Islam harus melalaui
ketetapan instansi Pengadilan
. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap
hukum adopsi anak.

Adapun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan secara subtansi sama seperti halnya pengangkatan anak dalam
hukum Islam. Dari beberapa Pasal yang terdapat dalam UUPA salah satunya

Pasal 39 yang berkaitan dengan pengaturan pangangkatan anak yaitu
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bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan pengangkatan anak
dilakukan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, pengangkatan
terhadap anak tidak boleh memutuskan hubungan darah, pengangkatan anak
dalam Pasal 39 UUPA harus dilakukan oleh orang yang seagama dengan
calon anak angkat dan orang tua angkat dan pengangkatan anak demi atau
untuk melindungi, merawat, memberikan bantuan dan mensejahterakan
terhadap anak angkat dan pengangkatan anak harus berdasakan putusan

Pengadilan.

2. Adapun persamaan dan perbedaan hukum Islam dan Undang-undang RI No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan adopsi anak yaitu:
a. Pesamaan
1) Tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk memelihara atau
mengasuh anak demi kepentingan dan Kesejahteraan anak yang diangkat
2) Kepastian hukumnya melalui penetapan instansi pengadilan.
3) Pengangktan anak tidak boleh memutuskan hubungan Nasab antara anak
angkat dengan orang tua kandungnya.
4) Dalam hukum Islam dan UUPA Pasal 39 ayat (3) Calon orang tua angkat
harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (sama

beragama Islam).
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b. Perbedaan

1) Dalam hukum Islam diatur tentang persyaratan pengangkatan anak
dengan jelas, dan Hak bagi anak angkat seperti, mendapatkan wasiat dan
wasiat wajibah dari orang tua angkat, sedangkan dalam beberapa Pasal
Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(UUPA) tidak ada satu Pasal pun yang mengatur terkait tentang Hak
kebendaan terhadap anak angkat, seperti halnya, hak anak angkat
mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkat.

2) Dari beberapa Pasal yang terdapat dalam UUPA ada satu perbedaan yang
Menonjol dalam hal pengangkatan anak yaitu dijelaskan dalam Pasal 39
ayat (5), pangangkatan anak dalam Pasal ini berbunyi “Bagi anak angkat
yang belum berakal penyesuaian agamanya disesuaikan dengan agama
mayoritas penduduk setempat”. Maksudnya, apabila mayoritas
masyarakat tersebut non muslim, tentunya anak yang diangkat
dikhawatirkan akan memeluk agama selain Islam, karena pengangkatan
anak merupakan salah satu dari tujuan (Magashid As-Syari’ah) yaitu
menjaga agama dan menjaga keturunan. tentunya kalu anak yang
diangkat nantinya memeluk Agama selain Islam, ini bertentangan dengan
nilai-nilai  hukum Islam, dimana pengangkatan anak disyaratkan
beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4, 5
dan 40 dan kisah Nabi Musa AS. Anak yang diangkat harus beragama
Islam demikian juga calon yang hendak mengangkat anak harus

beragama Islam.
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B. Saran

Setelah menguraikan permasalahan adopsi anak menurut hukum Islam
dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang pertlindungan anak, penyusun
ingin memberikan saran terkait penganturan Undang-undang pengangkatana anak,
adapun beberapa saran terkait pengaturan pengangkatan:

Pertama hendaknya bagi Pemerintah secara cepat mensosialisasikan
Undang-undang RI Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di
khalayak masyarakat karena selama ini realitas di mayarakat kurang mengetahui
adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindunagan anak.

Kedua hendaknya salah satu dari tiga lembaga tinggi Negara yaitu
Yudikatif segera membuat suatu peraturan perundang-undangan Nasional yang
secara tegas mengatur tentang pengangkatan anak, karena selama ini masyarakat
sangat membutuhkan keberadaan perundang-undangan yang mengatur adospi atau
pengangkatan anak.

Ketiga hendaknya dari pihak pemerintah secepatnya Merefisi UUPA
terkait hak-hak anak adopsi, dalam UUPA terdapat aturan pengangkatan anak
akan tetapai kandungan UUPA tersebut tidak mejelaskan secara terperinci yang
berkaitan dengan syarat-syarat pengangkatan anak.

Terakhir, keempat penyusun berharap semoga karya saya ini bisa
menjadi bahan bacaan yang bermanfaat khususnya bagi pembaca yang budiman

dan kelak menjadi amal kebaikan di dunia dan akhirat Amin.
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